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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penulisan dan temuan dilapangan yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka penulis meyimpulkan bahwa pengelolaan dan 

pengklasifikasian aset daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : 

1. Masih kurang terhadap pengelolaannya maka pada saat pengawasan yang 

dilakukan terjadi permasalahan akibat aset daerah yang dipakai tidak dapat 

dilakukan pengecekan, untuk pencatatan Aset Daerah tidak sesuai antara 

secara manual dan dengan yang berada di dalam sistem informasi 

manajemen daerah sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan 

terhadap pengelolaan aset daerah yang berakibat pada hilangya aset 

daerah, terjadi barang yang rusak ringan maupun berat dan pemebelian 

barang tanpa dilakukan pembukuan 

2. Pelaksanaan pengklasifikasian aset daerah kurang memberikan 

peningkatan pengelolaan, karena pengklasifikasian barang yang belum 

optimal dilakukan, pemeliharaan aset daerah yang kurang dilakukan secara 

periodik dan kurang perhatian pegawai terhadap aset daerah yang dipakai 

setiap harinya, penghapusan aset daerah dalam meningkatkan yang efektif 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penulisan yang diperoleh dari, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan 

sehingga tercapainya pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan efektif dan efisien di dalam penggunaannya. Adapun saran 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya melakukan 

pengecekan fisik setiap 3 (bulan) sekali untuk memastikan data yang 
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tercatat akurat dan up to date dan Meningkatkan koordinasi dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah agar di dalam penggunaan kendaraan 

dinas untuk ditindak tegas mengenai penyelewengan barang 

inventaris milik daerah. 

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Sealatan sebaiknya melakukan secara 

cermat pengklasifikasian aset agar penyerahan dokumen kepada 

pengelola dan dibuatkan berita acara untuk pengguna kendaraan agar 

pengklasifikasian aset daerah dapat dilakukan secara efektif dan 

terpantau sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. 

 


